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Abstrak
 

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik

tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran

formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Tujuan penelitian dalam tesis ini

ditujukan agar dapat mengetahui penerapan peraturan perundang- undangan serta kode etik notaris dalam

prakteknya. mengenai prosedur yang harus dilakukan Notaris dalam membuat akta pengakuan hutang

dengan jaminan sertifikat tanah serta akibat Hukum terhadap perbuatan Notaris yang membuat akta

pengakuan hutang dengan jaminan sertifikat tanah yang palsu. Penyusunan tesis ini dilakukan dengan

penulisan yuridis normatif karena dalam penulisan ini dilakukan studi dokumen serta tinjauan terhadap

norma hukum tertulis yang mencakup penulisan terhadap asas-asas hukum.

Tesis ini membahas mengenai notaris berinisiyal SHS,SH dengan wilayah jabatan Jakarta Barat, dengan

nomor putusan 01/Pts/Mj.PWN.Prov.DKI.JKT/I/2015. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris

SHS dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku dimana dalam

hal ini Notaris SHS melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum dan perbuatannya tersebut

bertentangan dengan kewajiban hukum dirinya sebagai Notaris yang mengakibatkan kerugian bagi pelapor

baik kerugian Materiil ataupun kerugian Immateril. Selain unsur di atas dalam hal ini penulis juga menilai

adanya unsur pelanggaran Jabatan Notaris dan Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris SHS dimana Terlapor

menerangkan seluruh perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris SHS tidak dibacakan dan ditandatangani

dihadapan Terlapor melainkan mewakilkan kepada Karyawan freelancenya.

......Official Notary Public is authorized to make the authentic act in so far as certain authentic deed is not

reserved for other public officials. Authentic document essentially contains the formal correctness notified

in accordance with what the parties to the Notary. The research objective of this thesis is intended to

determine the application of legislation and codes of conduct notary in practice. regarding procedures to be

followed in making the Notary deed of acknowledgment of debt with the guarantee certificate as well as the

soil due to the Law on Notary deed that makes the recognition of the debt certificate with false land titles

assurance. This thesis is done with the writing normative because in this paper conducted a study and review

of the documents written legal norms that include writing to the principles of law.

This thesis discusses the notary berinisiyal SHS, SH with the area office of West Jakarta, with decision

number 01 / Pts / Mj.PWN.Prov.DKI.JKT / I / 2015. Tort committed Notary SHS can be regarded as an act

that violates the law in force which in this case Notary SHS violate the rights of others guaranteed by the

law and actions are contrary to the legal obligation itself as a Notary resulting in losses for the reporting both

https://lib.ui.ac.id/detail?id=20423006&lokasi=lokal


losses material or immaterial losses. In addition to the above elements in this case the author also assess the

element of breach Notary and Code of Ethics conducted by Notary SHS where Reported explain all the

agreements made before a Notary SHS not read and signed before the Party but to delegate to the Employee

freelance.


